SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER - 12/MBU/09/2014

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK
INDONESIA/KEPALA BADAN
PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-88/M-PBUMN/1998
TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BUMN DI LINGKUNGAN
KANTOR MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA/BADAN PEMBINA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang . a. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai tata kelola BUMN dan evaluasi
pengelolaan BUMN yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan
Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-88/M-PBUMN/1998
tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN di Lingkungan Kantor
Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia/Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan perkembangan pengelolaan BUMN;

b. bahwa pengaturan mengenai tata kelola BUMN dan evaluasi pengelolaan
BUMN telah tersebar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan
peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN dan sektor tempat
BUMN melaksanakan kegiatan usahanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan
Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha
Milik Negara Nomor KEP-88/M-PBUMN/1998 tentang Sistem Perencanaan
dan Pengendalian BUMN di Lingkungan Kantor Menteri Negara
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Badan
Pembina Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan
(PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan
(PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan /Qé




Menetapkan

-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4556);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA/KEPALA
BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-
88/M-PBUMN/1998 TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN BUMN DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA/BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK

NEGARA.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-88/M-
PBUMN/1998 Tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN di Lingkungan Kantor Menteri
Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Badan Pembina Badan Usaha

Milik Negara tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2014

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum DAHLAN ISKAN

Lo
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